SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMAN 6 BONE
KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021




IMPLEMENTASI KEBLJIAKAN SISTEM ZONASI DALAM
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMAN 6 BONE
KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE

\\\\\mm////

\ \ Al\ .\.} u/ ‘ l /
,,\ :“ "?&,"' //
S e® ~ “ -

R/ bots/ppn /210
Gug

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA ¢
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021




HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi ¢ Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam
Penerimaan Peserta Didik Baru di SMAN 6 Bone
Nama Mahasiswa : Gustiana

Nomer Induk Mahasiwa 105611140516

Z
e

-
-

Nasrul Hagq, 5.S0s., MPA
NBM: | 067463




HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan
Fakultas Tlmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
Nomor 0158/FSP/A.3-VIII/11/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk
menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu
Administrasi Negara yang dilaksanakansdi Makassar pada hari Kamis tanggal 25
Februari 2021.




HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama Mahasiswa - Gustiana

Nomor Induk Mahasiswa (105611110516




ABSTRAK

Gustiana, Muhlis Madani dan Nasrul Haq. Implementasi Kebijakan Sistem
Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMAN 6 Bone Kecamatan
Kahu Kabupaten Bone

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik
merupakan kebijakan untuk pemecrataan akses dan mutu pendidikan karena
prinsipnya adalah mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan
memeratakan mutu pendidikan Ketentuan sistem zonasi yg dimuat dalam
Penerimaan Peserta Didik Baru {PPDB \ berdasar pada Permendikbud Nomor
44 Tahun 2019 tentang PenerimaandPesertihDidi
kanak, Sekolah Dasar, Sekﬂ!nh )
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu dan sefalu berubah

mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan teknologi dan budaya
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dilakukan oleh badan publik yang diarahkan guna mencapai tujuan-tujuan
yang telah ditentukankan dalam kerangka keputusan sebelumnya. Tindakan-
tindakan ini meliputi usaha-usaha untuk mengganti keputusan-keputusan
menjadi tindakan operasional dalam kurung waktu vang tertentu ataupun




dalam rangka melanjutkan upaya-upaya untuk mencapai perubahan-perubahan
kecil dan besar yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan
(Winarno, 2007).

Salah satu upaya untuk peningkatan dan pemerataan kualitas
pendidikan di Indonesia yaitu dengan diaplikasikannya sistem zonasi pada

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDRB), Ketentuan sistem zonasi yg dimuat

B) ini berdasar pada
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Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dengan tujuan untuk
menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit, agar tercipta
pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia Khadowmi
(2019)




Penerapan kebijakan PPDB berbasis zonasi merupakan salah satu
kebijakan untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan karena prinsipnya
adalah mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan memeratakan
mutu pendidikan. Namun dalam kenyataannya, pemerataan pendidikan masih

menjadi masalah di negara Indonesia ini. Menurut Menteri Pendidikan dan
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gional, nasional,
maupun internasional. Hal tersebut membuka kesenjangan yang lebar bagi
sekolah yang berstatus tidak unggul. Sehingga muncul lah dampak sekolah

yang memiliki banyak siswa dan adanya sekolah yang kekurangan siswa.




Sistem zonasi telah di implementasikan secara bertahap sejak tahun
2016 yang di awali dengan penggunaan zonasi untuk penyelenggaraan ujian
nasional. Kemudian pada tahun 2017 dan 2018 sistem zonasi untuk pertama
kali diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru dan disempurnakan

ditahun 2019 melalui Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Jika dilihat dari
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Peserta Didik Baru (PPDB) yang berasaskan pada objektivitas, transparansi,
akuntabilitas, non disknminatif, dan berkeadilan. Pelaksana Tugas (PIt)

Kadisdik Sulsel, Basri mengatakan petunjuk teknis (juknis) PPDB sementara




dimatangkan, Meski demikian, tahapan sosialisasi ke sekolah mulai dijalankan
terkait pelaksanaannya (Tribunnews.com. 15 Juli 2020),

Beberapa daerah telah menerapkan Permendikbud No 44 tahun 2019
tersebut, salah satunya Kabupaten Bone. Dimana Penerimaan Peserta Didik
Baru (PPDB) untuk SMA/SMK di Kabupten Bone Sulawesi Selatan mencapai

11.306 kuota. Kuota ini terdiri dari SMA Negeri, 6 SMA Swasta, 9 SMK

A bupaten Bone. Kepala UPT

y I O
PErTL AR S <
B) \\‘\\

\\

Kahuyang memiliki jumlah peminat sebesar 264 terpilih ditahun 2020 serta
berbagai fasilitas seperti ruang kelas, lab komputer, laboratorium,
perpustakaan dan sebagainva sudah lengkap atau memadai. Disisi lain
berbagai kejuaraan yang dirath oleh siswa di sckolah tersebut mulai dari




tingkat Kecamatan hingga tingkat Kabupaten, ditambah dengan jumlah
kelulusan Ujian Nasional SMANegeri 6 Bone yang mencapal angka 100%
dengan  prestasi yang membanggakan memperlihatkan bahwasanva
SMANegeri 6 Bone merupakan sekolah dengan tingkat akademis yang baik
dan berakreditasi A (sman6bone.sch.id). Berdasarkan observasi awal ketika
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Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA diKota Bandar Lampung
terkhusus SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung sudah
berjalan dengan baik, namun tinggal komunikasi vang dilaksanakan belum
sempurna. Selain itu ada beberapa kendala yang didapat vaitu aplikasi yang




sudah disiapkan atau disediakan mengalami jaringan kurang memadai, pola
pikir masyarakat berkenaan kualitas sekolah unggulan berubah, gangguan dan
kuota diluar sistem zonasi mempengaruhi belum terpenuhinya daya tampung
di SMANegenri 14 Bandar Lampung Penelitian kedua Rosdiana (2017) Hasil

dari penelitian Implementasi Kebijakan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA

ara umum telah berjalan dengan baik.
aan PPDB telah berjalan

da implementasi
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Didik Baru

B. Rumusan
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah:

I. Bagaimana komunikasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMAN 6

Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone?




2. Bagaimana sumber daya kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMAN 6
Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone?

3. Bagaimana disposisi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMAN 6
Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone?

4. Bagaimana struktur birokrasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di

SMAN 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian
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manfaat sebagai berikut:




1. Secara Akademis
Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat khususnya untuk menambah

wawasan dan pengetahuan penulis terkait implementasi kebijakan sistem

zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru (PPDB).
2. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan mdmpu membantu memberikan informasi




BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini maka pada bagian ini penulis

menyajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan

kebijakan sistem zonasi dalam PPDB SMA diKota Bandar Lampung
khususnya SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung sudah
berjalan cukup baik, hanya komunikasi yang dilakukan belum maksimal.
Selain itu terdapat beberapa hambatan yang ditemukan yakni aplikasi yang
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disediakan mengalami jaringan kurang memadai, pola pikir masyarakat
terhadap kualitas sekolah unggulan berubah, pangguan, dan kuota diluar
sistem zonasi mempengaruhi tidak terpenuhinya daya tampung di SMAN 14
Bandar Lampung,

Penelitian ke tiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Fka Reza

Khadowmi (2019) dengan judul plementasi  kebijakan sistem zonasi

Sumatera Utara™ Dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa implementasi

kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tingkat sekolah
menegah atas sudah berjalan dengan baik jika dilihat dani sisi isi kebijakan.

manfaat yang diterima, perubahan yang diharapkan, letak pengambilan
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keputusan dan karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa, serta
kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat. Namun dari sisi
pelaksana kebijakan, sumber daya dan tingkat kepatuhan belum berjalan
dengan baik. Hal tersebutlah yang menghambat keberhasilan dan
implementasi kebijakan penenmaan peserta didik baru (PPDB) Online.

Penelitian kelima dilakukanfaleh Fajrin Mahmud, Nuryanti Mustari,
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nbilan variabel
implementasi  kebijakan dari Merilee S Grindle. Sedangkan peneliti
mengambil proses implementasi kebijakan dengan konsep Goerge C Edward
111 dengan melihat beberapa vanabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposist

dan struktur birokrasi. Adapun persamaan dar penelitian tersebut yakmi
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peneliti terdahulu sama-sama meneliti terkait dengan kebijakan sistem zonasi

yang diterapkan oleh pemerintah.

B. Teori dan Konsep Implementasi Kebijakan Publik
1. Implementasi

Kata implementasi merupakan kata serapan dari bahasa asing,

vakm bahasa Inggris, vas ntuk kata awalnya adalah

Implementation
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dipengaruhi oleh dua unsur yaitu:

I. Adanya program (kebijaksanaan) vang dilaksanakan, adanya target
group vaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan
diharapkan akan menerima manfaat dari program kebijaksanaan.
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2. Adanya unsur pelaksana (implementor) baik organisasi maupun
perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan,
dan pengawasan dalam proses implementasi kebijaksanaan tersebut.

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (Agusti, 2020)
berpendapat bahwa Implementasi merupakan pemahaman vang akan

terjadi setelah ditetapkannya rogram yang menjadi fokus dari
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dan kemudian menerjemahkan kedalam keputusan-keputusan yang bersifat
khusus. Jadi implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang
melibatkan secara terus menerus usaha — usaha untuk mencari apa yang
akan dan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur
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kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program kepada
tujuankebijakan yang diinginkan.
2. Kebijakan Publik
Secara umum kebijakan dapat diartikan dengan konsep atau
rencana dasar pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur

kepentingan umum atau orang bdmyak Kebijakan publik pada umumnya

dipahami sebagai salah s /\

v
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masyarakat. Berikutnya, kebijakan publik akan dilakukan oleh

administrasi negara yang di laksanakan oleh aparat pemerintah Anggara

(2014).
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Menurut Suaib (2016), kebijakan publik adalah: (1) kebijakan
public dibuat pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, (2)
kebijakan public baik untuk tidak melakukan sesuatu atau melakukan
Sesuatu sama sekali, itu mempunyai tujuan tertentu, (3) kebijakan publik di
tujukan untuk kepentingan masyarakat. Menurut James Anderson (Islamy,

2000) mendefinisikan kebijake

alah “4 Purposive course of action

Jollowed by an uctor

TN

N

S

- mas R. Dy
| ao," k\\‘ X
-3 o

') A )
""""""""" b

permasalahan yang dialami masyarakat serta untuk mencapai kepentingan
bersama Marini (2019),Menurut Winarmo (Aziz, 2013) bahwa, kebijakan
publik secara gans besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah
kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Dengan




demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik meliputi tiga
kegiatan pokok vaitu, Perumusan Kebijakan publik, Implementasi
kebijakan publik dan Evaluasi Kebijakan publik.

Dari beberapa definisi tersebut, oleh karena itu peneliti

menyimpulkan bahwa kebijakan public adalah pilihan pemerintah untuk

harapan yang diinginkan atau sebaliknya.

Meter dan Horn dalam Suaib (2016) mendefinisikan implementasi
kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-
individu (kelompok-kelompok) pemerintah dan swasta vang diarahkan
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pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Menurut
Winamo (2007) merumuskan bahwa implementasi kebijakan publik
adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang
diarahkan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam

kerangka keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini meliputi usaha-
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dividu (atau

_ diarahkan untuk

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan
kebijakan sebelumnya Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha
untuk  mengubah  keputusan-keputusan menjadi  tindakan-tindakan

operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka
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melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan
kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan Tahap
implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana
disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.”

Dengan demikian pada tahap implementasi kebijakan ini
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Williams (Humaizi, 2013).
Lebih lanjut Hogwood dan Gunn membagi pengertian kegagalan
kebijakan dalam 2 (dua) kategori, yaitu:




a. “Non implementation (tidak terimplementasikan) mengandung arti
bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana.
mungkin karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya
tidak mau bekerja sama, atau mereka telah bekerja secara tidak
efisien, bekerja setengah hati, atau Kkarena mereka tidak
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dirumuskan secara sembrono, tdak didukung oleh informasi
yang memadai, alasan yang keliru, atau asumsi-asumsi dan

harapan-harapan yang tidak realistis,

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pelaksana
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implementasi sangat menentukan terimplementasikannya suatu kebijakan
schingga pelaksana implementasi harus benar-benar memahami kebijakan
vang akan dilaksanakan.

4. Model Implementasi Kebijakan

Dalam kajian administrasi public Waldo dalam Suaib (2016)

mengemukakan banyak model métupakan saran untuk meredusir semua

fat, yang berfungsi untuk

ngan isu kebijakan
dan suatu model konseptual yang memperhatikan kebijakan dengan
prestasi kerja. Kepatuhan, control dan perubahan bertindak adalah

merupakan konsep yang penting dalam prosedur implementas.




Implementasi kebijakan dapat berhasil apabila modifikasi yang
dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan
terutama dari orng-orang yang menjalankan program di lapangan

relative tinggi Suaib (2016),

Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005) mengemukakan

elite politik mendukung pelaksanaan kebijakan.

4) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas




Dalam bermacam-macam kasus, pelaksanaan sebuah program
terkadang harus didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain
supaya mencapai keberhasilan yvang diinginkan.

5) Sikap para pelaksana (disposisi implementor)
Disposisi implementor mencakup 3 vanabel penting, yaitu:

a) Respons implemg terhadap kebijakan, yang dapat
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\\\ l\\ / é; -'/

4’Y/

/]/I &Jwg \\\

//// iy v\\\\

a masalah

dikendalikan yang berkaitan dengan indikator masalah
keragaman objek, teknis pelaksanaan, dan masalah teori, serta
perubahan seperti apa yang dikehendaki.



2) Variabel miervening, adalah vanabel kemampuan kebijakan
untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indicator
konsistensi tujuan dan kejelasan, dipergunakannya teori kausal,
ketetapan alokasi sumber dana, sikap dan nsorsis Konstituen,
keterbukaan kepada pihak luar dan  perekrutan  pejabat
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¢. Model George C. Edward 111
Menurut teori implementasi kebijakan Edward Il dalam Agustino
(2008), ada 4 variabel atau tahapan yang sangat menentukan

kesuksesan implementasi kebijakan, yaitu antara lain:
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1) Komunikasi
Komunikasi adalah suatu yang menentukan keberhasilan
pencapaian tujuan dan implementasi atau pelaksanaan suatu
kebijakan/program. Komunikasi berkaitan dengan proses

penyampaian transmisi atau informasi, konsistensi informasi yang
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kebingungan pada pelaksana di lapangan.
2) Sumber Daya

Walaupun 1si kebijakan sudah di komunikasikan secara konsisien
dan jelas, akan tetapi implementor atau pelaksana kekurangan
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sumber daya untuk menjalankan kebijakan, maka implementasi
tidak akan dapat berjalan dengan efektif Sumber daya merupakan
faktor penting dalam pelaksanaan program agar efektif, yakni
tanpa adanya sumber daya maka program atau kebijakan hanya
sebatas kertas dokumen. Edward 1l dalam Agustino (2008)

kebije i dalam pelaksanaan
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d) Fasilitas, adalah suatu faktor terpenting dalam pelaksanaan
kebijakan. Pelaksana mungkin memiliki staf yang memadai,

mengerti apa yang harus dilakukannya, namun tanpa adanya
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fasilitas pendukung maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak
akan bisa berhasil.
3) Disposisi
Disposisi merupakan komitmen dan sikap aparat pelaksana

terhadap program, terkhusus dari mereka yang menjadi pelaksana
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pelaksana merupakan dengan memanipulasi insentif Oleh
sebab itu, pada umumnya orang-orang bertindak menurut
kepentingan diri sendir, oleh karena itu memanipulasi insentif

oleh para pembuat kebijakan memberi pengaruh terhadap
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tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah
biaya atau keuntungan tertentu membuat para implementor
kebijakan melaksanakan perintah dengan baik

4) Struktur Birokrasi

Menurut Edward 111 dalam Agustino (2008), terdapat 2
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°r (pemangku kepentingan) yang
ada. Baik sektor swasta ataupun publik secara individual maupun
kelompok. Dimana implementast kebijakan im meliputi 3 unsur vaitu
langkah yang diambil oleh badan atau lembaga administratif, tindakan

yang menggambarkan ketaatan kelompok target, dan jejaring sosial politik



serta ekonomi yang mempengaruhi para stakeholder tersebut. Interaksi ke-
3 unsur tersebut pada akhirnya akan melahirkan dampak, baik dampak
yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Sehingga dapat
membantu  permasalahan-permasalahan  yang terkait implementasi
kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di

SMANegeri 6 Bone Kecamatan Kéhiu Kabupaten Bone.
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2) Kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
a. Jalur zonasi sebesar 50% dan daya tampung sekolah
b. Jalur afirmasi paling sedikit 15% dari daya tamping sekolah
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¢. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banvak 5% dan daya
tampung sekolah

d. Dan jalur prestasi akademik 25% (kemdikbud.go.id, 15 Juli 2020)

PPDB Online atau Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan

kegiatan penenimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat

tertentu melalui proses entri sistem data base, seleksi
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pengumuman Sekolah ataupun media lainnya.

d. Biaya pungutan khusus kepada SMA, SMK dan bentuk lain yang
setara atau sederajat bagi wilayah yang tidak atau belum menerapkan

wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
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e Daya tampung berdasar pada ketentuan peraturan per undang-

undangan  yang mengatur mengenai rombongan  belajar.
(kemdikbud. go.id, 15 Juli 2020)

Penerimaan PesertaDidik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan prinsip:

a. Obyektif. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersifat
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Atas (SMA). Kebijakan Sistem
Zonasi yang mengatur mengenai zona wilayah bagi calon siswa dimuat
dalam Sistem PPDB yang baru melalui Permendikbud No.44 Tahun 2019,
Kebijakan zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik berdasarkan

radius dan jarak. Kelebihan dari sistem zonasi ini diantaranya adalah
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pemerataan pendidikan, lebih hemat waktu karena sekolah dekat, lebih
hemat biaya transportasi. kondisi peserta didik lebih bugar, serta
mengurangi kemacetan,

Tujuan diterapkannya sistem zonasi terhadap penerimaan peserta

didik baru (PPDB) ini merupakan untuk menjaga pemerataan akses
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Satuan Pendidikan

b. Kuota Jalur Zonasi termasuk bagi anak penyandang disabilitas
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c. Domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat pada kartu
keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal
pendafiaran PPDB

d. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domusili dan
rukun tetangga atau rukun warga vang dilegalisir oleh lurah/kepala

desa atau pejabat setempat laibyang berwenang menerangkan bahwa

AN

ah berdomisili paling singkat
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berdasarkan usulan dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) dan disetujui oleh

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah
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h. Surat Keterangan Domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga
waijib dilengkapi dengan Surat Pemnyataan dari orang tua/wali calon
peserta didik baru yang menyatakan bersedia diproses secara hukum
apabila terbukti memalsukan domisilinya

i. Satuan Pendidikan yang berlokasi di daerah perbatasan Provinsi,

zonasi dapat dilakukan _beedasarkan perjanjian tertulis vang

implementasi

melihat suatu kebijakan publik ditentukan oleh 4 indikator yang
mempengaruhi  kebijakan publik.  Selanjutnya kerangka pikir dapat
digambarkan sebagai berikut:
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Implementasi Kebijakan

U

Indikator implementasi:
a. Komunikasi
b. Sumber Daya
¢. Disposisi

‘ PD I'IU”A!
\m\lh,//

\\

////f ;::;:(\\\ )

an penelitian,

Adapun fokus mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi dalam
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMANegeri 6 Bone Kecamatan
Kahu Kabupaten Bone yaitu dengan menggunakan model implementasi
George C Edward I1I yang terdin dan 4 vanabel: komunikasi, sumber daya,
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disposisi dan struktur birokrasi. Dimana keempat vanabelnva beroperasi
secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau bersifat
merintangi implementasi kebijakan. Dalam hal i, peneliti ingin melihat
peran keempat faktor tersebut dalam implementasi kebijakan sistem zonasi

dalam PPDB di SMANegeri 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

F. Definisi Fokus Penelitian

A
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Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

2. Sumber daya ini berkenaan dengan kesediaan dan sumber daya
pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan
kecakapan pelaksana kebijakan pendidikan untuk mengimplementasikan
kebijakan secara efektif Adapun sumber daya yang dimaksud yaitu:
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a. Sumber daya manusia (SDM) vang mendukung pelaksanaan dan
kebijakan sistem zonasi misalnya admin yang menangani pendaftaran
PPDB di SMANegen 6 Bone.

b. Fasilitas (sarana prasarana) vang disedikan oleh SMAN 6 Bone untuk

menunjang proses implementasi mengenai kebijakan sistem zonasi.

fungsinva memiliki  sejumlah personalia, Setiap personil  diatur
penempatannya pada setiap satuan unit kerja dalam jenjang struktur
organisasi. Pada setiap jenjang memiliki peran yang harus dimainkan

sesuat tugasnya masing-masing.




BAB I

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 2 bulan dimana

penelitian dan pengambilan data dilakukan di SMA Negeri 6 Bone yang

suatu metode penelitian yang di landaskan pada filsafat postpositivisme, di
gunakan untuk meneliti suatu kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti
merupakan  sebagai  instrument  Kunci, analisis  data  bersifat
induktif/kualitatif, hasil penelitian kualitatif lebih meng fokuskan makna
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dari pada generalisasi, serta teknik pengumpulan data dilakukan secara
triangulasi (gabungan). Peneliti memilih penelitian kualitatif dikarenakan
dengan melalaui penclitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengamatan
mengenai gejala-gejala atau kendala-kendala yang didapat dalam masalah
penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi

dalam Penerimaan Peserta Didik Bamu (PPDB) di Kabupaten Bone.

. Tipe Penelitian
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purposive sampling merupakan pengambilan sampel sumber data dengan

pertimbangan tertentu. Informan peneliti yang dimaksud dalam penelitian ini

vaitu seorang vang memiliki informasi terkait objek penelitian adalah dinas
pendidikan, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, siswa baru dan orang

tua siswa SMA Negen 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.




Tabel 3.1 Informan Penelitian

No Informan Jumlah

1. | Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (Bone- |
Sinjai)

2. | Kepala Sekolah SMAN 6 Bone |

3. | Wakasek Bidang Kesiswaan SMAN 6 Bone 1

4. | Orang Tua Mund 3

5. | Siswa 3
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penelitian yaitu di SMANegeri 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.
Adapun hasil observasi ini sangat membantu dalam proses penelitian ini
karena penulis dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan sistem
zonasi dalam penerimaan peserta didik baru ini di SMANegeri 6 Bone.
Peneliti juga melakukan observasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone
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dengan melakukan pengamatan secara bebas, mencatat apa yang menarik,
melakukan analisis dan menarik kesimpulan.
2. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan
tanya jawab secara langsung kepada narasumber dengan subyek penelitian

engan masalah yang diteliti. Penulis

an sepern Kepala B&gl_ﬂ.ﬂ
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organisasi dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
Dokumen tersebut membantu penulis guna melengkapi meten-materi

tentang Implementast Kebijakan Sistem Zonasi. Dokumentasi sangat

diperlukan guna menunjang data yang ada dan dapat pula dijadikan
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sebagai bahan referensi penelitian. Serta dokumentasi juga dalam hal imi
berupa foto atau gambar yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten
Bone dan SMANeger 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

E. Teknik Analisis Data

Bogdan dalam Sugiyono (2017) mengemukakan analisis data
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penelitian, serta dicari tema dan polanya.
2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilaksanakan
dengan bentuk uraian singkat, flowchart, hubungan antar kategori, bagan

dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugivono (2017)




mengemukakan bahwa yang paling sering menyajikan data pada penelitan
kualitatif yaitu dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan
data, maka dapat mempermudah untuk memahami apa-apa yang terjadi,

merencanakan kerja berikutnya berlandaskan apa yang telah dimengerti
atau dipahami.
3. Penarikan kesimpulan

1. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang
tingkatan kepercayaan informasi yang diperoleh dengan sumber yang
berbeda. Membandingkan hasil  pengamatan dan  wawancara,
membandingkan vang dijelaskan umum dan vang dikatakan pribadi, sena




membandingkan hasil wawancara yang dilakukanoleh peneliti dengan
dokumen yang ada.
. Triangulasi Teknik
Teknik data untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam

penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Profil SMA Negeri 6 Bone
UPT SMAN 6 BONE, NPSN: 40302663 dengan Predikat "A"

Akreditasi BAN S/M sebelumfif@hbernama SMAN | KAHU vyang

berlokasi di JI. Andi Cekéle 1§ Hallé Kecamatan Kahu Kabupaten

N
M 579. Bujur: 120.1218).
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pendidik  dalam
masyarakat Indonesia tetap dominan meskipun teknologi yang dapat
dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat pesat. Begitu
pula dengan tenaga kependidikan di SMANegeri 6 Bone yang bertugas

melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan dan pelayanan
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tekmis untuk menunjang kelancaran proses pendidikan pada satuan
pendidikan, Hal im tidaklah lepas dari pemanfaatan dan pencrapan
teknologi informasi di kalangan tenaga pendidik dan kependidikan SMAN
6 BONE.

Tabel 4.1 Nilai Akreditasi SMA Negeri 6 Bone

1) Melaksanakan pengembangan kurikulum satuan pendidikan
dengan mengacu pada Delapan Standar Pendidikan Nasional

2) Melaksanakan pengembangan sumber dayva manusia melalui
kegiatan pendidikan dan latihan
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3) Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran
agama yang dianut

4) Melaksanakan inovasi pembelajaran di sekolah

5) Melaksanakan pengembangan pembelajaran berbasis ICT

6) Melaksanakan pengembangan fasilitas pendidikan

idang  kreativitas  gurw'siswa  dan
agai bidang (sains, olahraga
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melaksanakan tugas vaitu sebagai berikut:

1) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah

Menengah Atas Negeri
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2) Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas
Negeri

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan
Sekolah Menengah Atas Neger

4) Pelaksanaan admimstrasi UPT

5) Pelaksanaan fungsi lain ydng diberikan oleh Kepala Dinas terkait

///l
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dana/biaya, sarana dan prasarana. Sekolah sebagai satuan pendidikan juga
harus memiliki tenaga (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga
administrasi, laboran, pustakawan, dan teknmisi sumber belajar), sarana
(buku pelajaran, buku sumber, buku pelengkap, buku perpustakaan, alat
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peraga, alat praktik. bahan dan ATK, perabot), dan prasarana (tanah,
bangunan, laboratorium. perpustakaan, lapangan olahraga), serta biaya
operasional.

Sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu faktor

penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses belajar mengajar

disekolah. Tentunya hal terseb dicapai apabila ketersediaan sarana
dan prasarana yan dengan pengelolaan dan
pemanfaatan 0Pt penyediaan,
penda ¢ prasarana
@ A ]
dan
«
e

—
&

2.

3. X

4. . A

5. |Pe

6. | Sarana dan Prasarana Olahraga, Bahasa dan Seni

7. | Lapangan Olahraga

8. | Ruang Tata Usaha, Ruang Guru dan Ruang Serba Guna
9. | Laboratorium Biologi dan Fisika

10. | Ruang Karva/Ruang Keterampilan
Sumber: UPT SMA Negeri 6 Bone (2020)




3. Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

a. Ketentuan Umum dan Prinsip Penyelenggaraan Penerimaan
Peserta Didik Baru

1) Ketentuan Umum:

a) Penyelenggara adalah Satuan Pendidikan yang dikoordinasikan

oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu jenjang

C = A
-U\'A ://v \\\A

rﬂ \ L

&/ '
N) //'4 v\\
o ~h Z ll\ \,g

f) PPDB berbasis zonasi hanya diterapkan pada jenjang SMA.,
sedangkan jenjang SMK tidak berbasis zonasi

g) Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan melalu:
Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang
Tua/Wali dan Jalur Zonasi.
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2) Prinsip Penyelenggaraan:
a) Non diskriminatif, artinya warga negara usia sekolah berhak
berpartisipasi dalam program pendidikan tanpa membedakan
suku, agama, status sosial, kecuali satuan pendidikan Khusus

untuk peserta didik dan kelompok gender atau kelompok

agama tertentu

b) Objektif, arti

A
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\ / .

/ l,l v

meningkatkan layanan akses pendidikan berkualitas untuk anak-

anak dan keluarga tidak mampu Adapun ketentuan-ketentuan
dalam jalur afirmasi yaitu:
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a) Diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga
ckonomi ndak mampu

b) Peserta didik baru yang berasal dan keluarga ekonomi tidak
mampu dibuktikan dengan bukti ke ikut sertaan peserta didik

dalam program penanganan keluarga tidak mampu dan
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Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan
lapangan serta menindak lanjuti hasil venfikasi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan,
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2) Jalur Prestasi
Jalur prestasi ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah atau UN.
Hasil perlombaan atau penghargaan di bidang akademik maupun
non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat
provinsi, atau tingkat kabupaten/kota. Adapun ketentuan-ketentuan

ditujukan untuk anak guru dan juga bagi calon pendafiar dan luar

daerah yang bersangkutan dikarenakan orang tuanya yang pindah
domisili karena tugas, dibuktikan dengan adanya surat tugas.
Adapun ketentuan-ketentuan dalam jalur perpindahan yaitu:
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a) Perpindahan tugas orang tua/wali peserta didik baru dibuktikan
dengan surat penugasan dari Instansi, Lembaga, Kantor, atau
Perusahaan yang mempekerjakan

b) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan
untuk anak guru,

4) Jalur Zonasi
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vang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat
lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang
bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun
sejak diterbitkannya Surat Keterangan Domisili
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d) Sekolah memprioritaskan peserta didik vang memiliki Kartu
Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dalam satu wilayah
Kabupaten/Kota yang sama dengan Sekolah asal.

c. Persyaratan Umum Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru

1) Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 01

Juli tahun berjalan
2) Memiliki  ljazak
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B. Hasil Penelitian
Kebijakan merupakan suatu  keputusan vyang diambil  oleh
sescorang/badan/lembaga yang pada umumnya memegang kekuasaan untuk

memecahkan suatu permasalahan atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu.



56

Oleh karena itu, suatu kebijakan tentunya haruslah berpihak kepada seluruh
elemen, khususnya masyarakat Kebijakan publik pada dasarnya adalah
kebijakan yang dinyatakan, dikeluarkan, dilakukan maupun tidak dilakukan
oleh pemenntah yang memuat program dan kegiatan yang dijalankan.

Selanjutnya untuk mengetahui implementasi dari suatu kebijakan tersebut
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radius zona terdekat dengan presentase tertentu dar total jumlah peserta didik
yang akan diterima. Kebijakan tersebut dirumuskan untuk mengatasi
permasalahan mengenai pemerataan kualitas pendidikan, menghilangkan
predikat sekolah favorit dan tidak favorit. Hal ini disampaikan oleh Kepala
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Cabang Dias Pendidikan Wilayah 111 (Bone-Sinjai), yang menvatakan
bahwa:

“Sistem zonasi ini merupakan suatu sistem vang mengatur jarak antara
tempat tinggal siswa dengan sekolah. kebijakan im dikeluarkan untuk
pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, jadi tidak berfokus
pada | atau 2 sekolah tertentu. Dengan kebijakan ini dimaksudkan guna
untuk menghilangkan istilah sekolah pilihan atau favorit yang beredar
dimasyarakat, karena banyak sis 1 yang hmsa:rya memilih sckolah yang

an dan peningkalan
erkualitas™ (Hasil
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nfuk persoalan

-&Q em ini untuk
. [ scada di sekitar

3 ! ak siswa baru
dan ada lengan adanva
sistem zonasi ini permasalah: ik bisa teratasi

karena siswa sudah terjadi pcmychamn_ (Hasil wawancara MY, I8
September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi

kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru dirumuskan

pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan peserta didik
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disekolah-sekolah untuk mengatasi permasalahan atau problem terkait
predikat sekolah favorit dan non favorit, dengan adanya kebijakan ini maka
peserta didik dapat menyebar atau merata keseluruhan sekolah-sekolah
sehingga tidak ada lagi sekolah yang kekurangan peserta didik.

Pada pengimplementasian kebyakan tersebut Pemerintah Dinas

Pendidikan Provinsi  Sulawesi glan menerbitkan  Petumjuk  Tekms
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Dan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan
sistem zonasi sudah dilaksanakan sesuai ketentuan petunjuk teknis penerimaan
peserta didik baru Provinsi Sulawesi Selatan. Lebih lanjut hasil wawancara

dan Bapak Kepala Sekolah SMANeger 6 Bone:




“Di SMANegeri kita ini mau tidak mau harus mengikuti peraturan dari
pemenntah yang diatur dalam surat keputusan kepala dinas pendidikan
Kabupaten Bone. Pelaksanaan PPDB pada tahun im kami menggunakan
Jalur zonasi, jalur perpindahan dan jalur prestasi. Pada penerimaan siswa
tahun im kita tetap menggunakan zonasi karena itu merupakan sebuah
kebijakan/peraturan yang dikeluarkan pemerintah otomatis kita harus
mengikuti peraturan tersebut. Walaupun sebenarnya disini dulu pakai tes
seperti tes wawancara, tes mengaji dan lain-lain, kalau jalur prestasi dan
dulu sudah ada.” (Hasil wawancara MY, 18 September 2020),
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Selatan. Namun hanya saja masih ada masvarakat atau orang tua siswa yang
tidak setuju dengan diterapkannya kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan
peserta didik baru, sebagaimana yang disampaikan oleh orang tua siswa baru

vang diluar zona mengatakan bahwa:




“Saya tidak setuju dengan adanya sistem zonasi ini untuk diterapkan
disckolah-sekolah yang didesa karena sckolah didesa hanya ada 1
sekolah negeri dan saya diluar zona jadi anak sava tidak bisa masuk di
SMANegeni 6 jadi dia masuk di sekolah swasta. Menurut saya sistem mi
cocoknya hanya didaerah perkotaan saja karena kebanyakan sekolah
disana berdekatan jadi siswa bebas memilih sekolah.” (Hasil wawancara
S, 10 Oktober 2020),

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa

masih adanya masyarakat atau oras@)tua siswa yang tidak terima dengan

adanya kebijakan sistem // \ siu kebijakan sistem zonasi

a memiliki | sekolah
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menganggap bahwa zonasi merebut hak siswa dan milai tidak lagi dijadikan
sebagai patokan untuk masuk ke sekolah yang diinginkan.
Sejauh ini Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan

Peserta Didik Baru di SMANegen 6 Bone telah dilaksanakan dilihat dari table
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benkut:

Table 4.3 Jumlah Siswa Baru Tahun 2020/2021

Jalur Penerimaan Jumlah yang diterima
Jalur Zonasi 155 siswa
Jalur Prestasi 105 siswa
Jalur Afirmasi 4 siswa

Sumber: UPT SMAN 6 Bone (2020)

Dani tabel tersebut dape
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dalam Penerimaan Peserta Didik Baru diharapkan dapat menciptakan adanya
perubahan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun pihak
pelaksana yang terkait. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah
SMANegeri 6 Bone bahwa:

“Khusus di SMANegeri 6 Bone diakui memang ada perubahan sebelum




62

dilaksanakan kebijakan ini, dimana dengan adanya kebijakan imi maka
siswa terbatasi untuk masuk disekolah kita. Dulu sebelum adanya zonasi
ini saya melihat bahwa segala SMP disekitar ini cenderung masuk
disekolah kita, bahkan siswa yang dari kecamatan lain pun banyak yang
masuk dan kebanyakan siswanya berprestasi tetapi sekarang tidak bisa
masuk lagi. Sechingga kalau bicara soal prestasi dengan prestasi dari
tahun-tahun kemarin pergerakannya agak lambat ™ (Hasil wawancara
MY, 18 September 2020),

dilaksanakan kebijakan sis / MA Negeri 6 Bone terjadi

pagiy kecamatan bebas masuk

nnnnnnn

Berdasarkan hasil observasi peneliti dapat disimpulkan bahwa terjadi
perubahan setelah kebijakan im terapkan yakmi sebelum diterapkannya
kebijakan ini, peserta didik dapat memilih sekolah vang diinginkannya

meskipun jarak dari tempat tinggalnya sangat jauh. Akan tetapi setelah

diterapkan kebijakan sistem zonasi im peserta didik tidak bisa lagi bebas




memilih sekolah yang diinginkannya karena diluar zona sudah dibatasi,
kecuali memang peserta didik tersebut tinggal dekat dengan sekolah atau
dekat dengan radius zona yang telah ditentukan. Dari segi prestasi juga terjadi
adanya perubahan dimana peningkatan prestasi mengalami perkembangan
yang amat-amat lambat dari tahun ketahun disebabkan siswa yang berprestasi
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hal tersebut tidak menghambat pelaksanaan kebijakan kebijakan sistem zonasi
int.

Dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C.
Edwards III, mengemukakan bahwa implementasi kebijakan diperlukan



karena dilatarbelakangi oleh adanya suatu masalah kebijakan vang perlu
diatasi dan dipecahkan. Setidaknya terdapat empat faktor atau variabel yang
secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi suatu
keberhasilan atau kegagalan dari implementasi sebuah kebijakan. Empat
faktor tersebut antara lain meliputi sumber daya, komunikasi, struktur
birokrasi, dan disposisi. Empat faktof tersebut merupakan kniteria yang perlu
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transmisikan kepada target grup (kelompok sasaran) sehingga ada kejelasan

mengenai kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di
SMANegeri 6 Bone.




63

Untuk mengukur sejauh mana keefektifan komunikasi kebijakan sistem
zonasi dalam PPDB di SMAN 6 Bone dapat kita lihat pada dimensi berikut:
a. Transmisi
Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tdak hanya

disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok

Dinas Pendidikas
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sosialisast penerimaan peserta didik baru sistem zonasi sudah dilakukan
kepada masyarakat sebelum pendafiaran siswa baru sehingga masyarakat
sudah mengetahuinya. Namun untuk standar ukuran sistem zonasi tersebut




tidak disosialisasikan oleh pihak SMA Negeri 6 Bone sebagaimana yang
disampaikan oleh Bapak Wakasek Bidang Kesiswaan bahwa:

“Kalau soal jarak zonasi kami tidak mengsosialisasikannya karena
soal ukuran jarak rumah siswa ke sekolah kami juga kurang tau, pada
waktu pendafratan dulu yang menetukan atau memilih jaraknya itu
langsung sistem yang menentukan. Kam hanva tau wilavah
cakupannya saja, kalau soal jarak saya kurang paham juga ™ (Hasil
wawancara A, 27 Februari 2021).

Dari hasil wawe A dapat disimpulkan bahwa untuk

d
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ukuran jarak d kan oleh pihak sekolah
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sekolah. Kedua pernyataan di atas sejalan dengan pernyataan salah satu
orang tua siswa SMAN 6 Bone yang tinggal di sekitar sekolah menyatakan

bahwa;

“Iya saya sudah mengetahui tentang sistem zonasi ini, awalnya saya
tidak mengetahui kebijakan ini tapi setelah saya melihat spanduk-
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spanduk yang dipasang di pagar sekolah dan membacanya maka saya
sudah paham.™ (Hasil wawancara H, 01 Oktober 2020).

Dan pernvataan yang disampaikan oleh informan dapat diketahw
bahwa penyampaian informasi SMA Negen 6 Bone sudah cukup baik,
dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem zonasi

dalam PPDB terbaru, Sosialisasi tentang kebijakan sistem zonasi dalam

“Kebijakan i dikeluarkan untuk pemerataan pendidikan di seluruh
wilayah Indonesia. Dengan kebijakan ini dimaksudkan guna untuk
menghilangkan istilah sekolah pilihan atau favorit yang beredar di
masyarakat, karena banvak siswa yang biasanya memilih sekolah
vang lebih jauh dari jarak rumahnya demi memilih sekolah yang
dianggap favorit dan melewati banyak sekolah-sekolah, dan sekolah
vang tidak favont akan kekurangan siswa, dengan adanya zonasi ini
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maka siswa dapat merata otomatis sekolah favorit dan tidak favont
tidak ada lagi.”. (Hasil wawancara SA, 02 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa
kebijakan sistem zonasi dirumuskan untuk mengatasi permasalahan atau
problem terkait predikat sekolah favorit dan non favorit, dengan adanya

kebijakan ini maka dapat menyebar atau merata keseluruh sekolah hingga
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menginterpretasikan suatu maksud. Sesuai dengan teon yang dikemukakan
oleh Edwards [1I (Subarsono, 2011) bahwa keberhasilan suatu
implementasi kebijakan/program mensyaratkan bahwa implementor harus

mampu mentransmisikan suatu kebijakan dengan baik kepada kelompok




sasaran/larget group guna mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber Daya
Sumber daya ini berkenaan dengan kesediaan dari sumber daya
pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan

kecakapan pelaksana kebijakan pendidikan untuk mengimplementasikan
kebijakan secara efekuf Dimensi

/A‘h

daya menjadi hal yang paling
penting dalam pelaksane

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasian kebijakan salah

satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi. memadai serta tidak
kompeten didalamnya. Namun staf vang memadai belum menjamin
keberhasilan implementasi suatu kebijakan, staff harus mempunyai
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keterampilan dan kompeten dibidangnya masing-masing, Terkait dengan
sumber daya yang ada dalam kebijakan mengenai sistem zonasi di SMA
Negeri 6 Bone ini terdapat kesediaan sumber daya manusia yang
mendukung pengimplementasian dari kebijakan sistem zonasi tersebut

Sumber daya manusia dalam menentukan panitia PPDB di SMA Negeri 6

Bone tidak mempunyai kriteria klils$us, artinya beberapa guru bisa menjadi
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tidak seluruhnya terlibat dalam pengimplementasian kebijakan sistem
zonasi tersebut karena dibag atas bagian yaitu ketua, sekertaris dan admin.
Jadi hanya bagian ini vang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan
sistem zonasi. Berikut wawancara vang disampaikan oleh Kepala Sekolah

SMA Negeri 6 Bone bahwa:
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“Dalam pelaksanaan PPDB ini tidak semua guru atau staf vang ikut
dalam pelaksanaan pendaftaran peserta didik. Hanya bidang
kesiswaan dimana sebagai ketua pelaksana PPDB, operator sekolah
schagai sekertaris dan admin yang terlibat dalam proses pendaftaran
ini”. (Hasil wawancara MY, |18 September 2020),

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa dalam
implementasi penerimaan peserta didik baru sistem zonasi ini tidak semua
staf atau guru di SMA Negeni 6 Bone telibat dalam kebijakan sistem

/\* aya manusia atau staff dapat
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fasilitas yang dimaksud adalah ruang kelas dan segala item vang ada
dalam ruang belajar mengajar, apabila ruang kelas tidak memenuhi atau
mencukupi maka hal tersebut dapat menghambat proses kebijakan Di

SMA Negeri 6 Bone sudah mempunyai ruang cukup untuk melakukan




i3

belajar mengajar, seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak Kepala
Sekolah SMA Negeri 6 Bone:

“Kalau soal fasilitas kita sudah cukup memadai, dimana komputer
yang sudah memadai untuk pelaksanaan PPDB, ruang belajar untuk
menampung sudah cukup bahkan bisa dikatakan lebih, karena selama
berlakunya sistem zonasi sekolah hanya menerima 379 siswa di
mana sebelum berlakunya zonasi ini kami menerima siswa sebanyak
600 lebih siswa."" (Hasil wawancara MY, 18 September 2020).

lmpulkan bahwa fasilitas-
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daerah untuk menjalankan aturan tersebut. Sebagaimana wawancara yang

dilakukan dengan bapak Wakasek Bidang Kesiswaan mengatakan bahwa:

“Soal dana tidak menjadi masalah bagi SMA Negen 6 Bone,
dikarenakan sudah dikondisikan oleh pihak pemerintah. Dana
memang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dana tersebut tidak
kurang dan tidak lebih. Saya rasa kalau soal dana tidak jadi
masalah.” (Hasil wawancara A, 22 September 2020).




Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
anggaran/dana sudah cukup untuk menunjang segala kegiatan dalam
pelaksanaan kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru
karena alokasi dana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sudah
sesuail dengan kebutuhan sekolah.

TIMETEdLE 10

pelaksana
a didik baru di
SMA Negeri 6 Bone. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak
Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Bone bahwa:

“Menurut saya pemahaman para panitia pelaksana penerimaan
peserta didik baru di SMA Negeri 6 Bone dalam pelaksanaa
kebijakan sistem zonasi imi sudah cukup baik, di mana para panitia
sudah memberikan penjelasan kepada calon peserta didik agar
memenuhi persyaratan vang telah ditentukan. Kemarin ada siswa
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vang datang secara langsung bertanya bagaimana syarat-syarat jalur

zonasi untuk masuk di sekolah ini.” (Hasil wawancara MY, 27

Februari 2021),

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa panitia
pelaksana penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 6 Bone sudah
memahami  tupoksi yang diembanya. Dimana panitia pelaksana
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Sikap vang dimaksud dalam hal im adalah komitmen baik dari Dinas
Pendidikan dan sekolah dalam mengimplementasikan Kebijakan Sistem
Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Komitmen sangat

di butuhkan agar suatu kebijakan atau program dapat berjalan sesuai
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dengan yang diliarapkan dan agar tujuan kebijakan atau program pun dapat
tercapai. Berikut wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri
6 Bone yang mengatakan bahwa:

“Kalau komitmen iya sudah sangat berkomitmen dihhat dari
pelaporan yang dilakukan pada Dinas Pendidikan. Kepala Dinas
Pendidikan menyuruh kita untuk melaporkan setiap kegiatan yang
dilakukan dalam PPDB hal ipi merupakan bentuk kerja sama antara
Dinas dengan sekolah dandarus berkomitmen, di mana kita harus
melapor kepada dinas 1pa jumi peserta didik yang mendafiar
lalu kita lapor lag crap \.\-.- idi
ulang.” (Hasi d T
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Dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan

peserta didik baru di SMA Negeri 6 Bone sikap yang di tunjukan oleh
panitia pelaksana PPDB pihak sekolah sudah sangat bertanggung jawab

atas tugas yang di berikan, sebagaimana penulis melakukan wawancara

dengan siswa baru di SMA Negen 6 Bone mengatakan bahwa:
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“Sikap dari sekolah sekolah sudah sangat baik, apabila kita masih
tidak paham dengan persyaratan pendaflaran baik zonasi atau
prestasi maka kami bisa bertanya di panitia dan kita diberikan kontak
khusus yang bisa dihubungi untuk mengajukan pertanyaan terkait
syarat pendaftaran.” (Hasil wawancara M, 01 Oktober 2020).

Dan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sikap para
panitia PPDB SMA Negeri 6 Bonesudah sangat baik dapat dilihat apabila

masih adanya peserta didik g paham terkait kebijakan sistem
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di SMA Negeri 6 Bone sudah sangat profesional dan bertanggung jawab
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pendafiaran
peserta didik baru maupun pada pengawasan dari kepala sekolah.




4. Struktur Birokrasi

Struktur  birokrasi mencakup aspek seperti struktur organisasi,
pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam
organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar

dan sebagainya. Birokrasi merupakan organisasi modern vang secara baku

memiliki seperangkat aturan yang g

sesuatu berkaitan d-en

*mpola jalannya kegiatan kerja. Segala

\\\\\"lh//

vang bertanggung jawab dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri

6 Bone adalah pihak wakasek bidang kesiswaan, di mana masing pelaksana
sudah mempunyai tugas. Selanjutnya Bapak Wakasek Bidang Kesiswaan

mengatakan bahwa:




“Di mana kita membuat tim khusus untuk kepanitiaan penerimaan
peserta didik baru. Yaitu tm khusus pertama dia yang mengatur
pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dan kami juga membuat tim
khusus pengaduan untuk masyarakat yang datang ke sekolah.” (Hasil
wawancara A, 12 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan diketahui

bahwa SMA Negeri 6 Bone membuat tim khusus dalam penerimaan peserta
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Bidang Sarpras, Wakasek Bidang Kurikulum, Wakasek Bidang SDM,
Wakasek Bidang Humas, Tenaga Kependidikan dan Pembina, Tenaga

Pendidik, dan Wali Kelas.




D1 SMANegeri 6 Bone struktur yang mengatur akan jalanya pelaksanaan
penerimaan peserta didik baru ini dibawahi atau di kendalikan oleh wakasek
bidang kesiswaan dan kurikulum. Kedua bidang tersebut vang akan mengatur
dan menjalankan segala urusan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan

penerimaan peserta didik baru ini, mulai dari pengumuman persyaratan,
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kepada wewenang pemerintah dan memberikan akses siswa, sedangkan 50%
lainnya dipergunakan untuk jalur prestasi, jalur perpindahan orang tua/wali

serta jalur afirmasi.

Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peseria didik

baru ini sudah terlaksana cukup baik dilihat dari segi tersebamya peserta didik
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di seluruh sekolah-sekolah. Tujuan dan manfaat dari kebijakan sistem zonasi
ini memang sudah membantu dalam penanganan pemerataan pendidikan di
seluruh sekolah, sesuai dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang
PPDB namun untuk mencapai tujuan tersebut perlu diidentifikasi berdasarkan
pada prinsip kebijakan vaitu objektif, transparan, akuntabel dan non

diskriminatif berikut penjelasannya:
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telah berjalan
sesuai dengan prinsip transparan artinya informasi mengenai kebijakan
dipublikasikan secara terbuka dan dapat diketahui oleh orang tua termasuk

masyarakat.




Bl

c) Akuntabel yaitu dalam proses PPDB panitia penerimaan peserta didik
SMA Negeri 6 Bone melakukan pelaporan kepada Dinas Pendidikan
terkait PPDB, serta sikap para panitia sudah baik dilihat dari bagaimana
para panitia memberikan pelayanan kepada para peserta didik ketika
melakukan pendaflaran. Hal ini merupakan bukti pertanggung jawaban

panitia PPDB telah melakukan proses PPDB secara nondiskriminatif, adil
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mengalami pergerakan yang sangat lambat, Serta siswa tidak bisa lagi bebas
memilih sekolah yvang diinginkannya dikarenakan adanva ketentuan zona.
Dalam penelitian ini indikator Implementasi Kebijakan yang digunakan

yaitu:
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1. Komunikasi
Dalam hal pendidikan, komunikasi berkenaan dengan bagaimana

kebijakan pendidikan tersebut dikomunikasikan pada organisasi publik,
ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan pendidikan, sikap

dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi

informasi

Namun komunikasi yang dilakukan oleh pihak sekolah SMA Negeri 6

Bone terkait sistem zonasi ini belum sepenuhnya maksimal. Hal tersebut
dibuktikan masih adanya masyarakat desa yang tidak mengerti dan
mengetahut kebijakan sistem zonast. Dimana seharusnya pihak sekolah harus
memberikan kejelasan informasi untuk menghindan kesalahpahaman dalam
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menginterpretasikan suatu maksud. Sesuai dengan teori vang dikemukakan
oleh Edwards 111 (Subarsono, 2011) bahwa keberhasilan suatu implementasi
kebijakan/program  mensyaratkan bahwa implementor harus  mampu
mentransmisikan suatu kebijakan dengan baik kepada kelompok sasaran/target

group guna mengurangi distorsi implementasi.

2. Sumber Daya
Sumber daya yaitu men

oleh sumber dava yan
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Adapun sumber daya non manusia yang digunakan SMA Negeri 6 Bone
dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi yaitu fasilitas dan anggaran Di
mana fasilitas vang dimaksud yaitu ruang belajar yang sudah cukup dan
komputer yang sudah memadai dalam menunjang pelaksanaan kebijakan

sistem zonasi penerimaan peserta didik baru di SMA Negeni 6 Bone, seria



dana yang sudah cukup karena alokasi dana yang sudah ditetapkan oleh
pemerintah pusat sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Hal tersebut diatas sesuai dengan pandangan yang dikemukakan oleh
Edwards 1l (Winarmo, 2008) mengatakan bahwa dalam implementasi

kebijakan atau program dibutuhkan sumber daya agar implementasi dapat

berjalan secara efektif. Sumber-s vang penting meliputi staf vang

memadai serta tim-tim e
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pelaksana terhadap kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik
baru di SMA Negeri 6 Bone. Panitia pelaksana penerimaan peseria didik baru

di SMA Negeri 6 Bone sudah memahami tupoksi yang diembanya. Dimana

panitia pelaksana memberikan arahan dan penjelasan kepada masyarakat atau
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calon peserta didik terkait sistem zonasi ini bagi masyarakat yang kurang
paham. Adapun sikap agen pelaksana dalam hal ini adalah komitmen baik dari
Dinas  Pendidikan dan sekolah SMA Negeri 6 Bone dalam
mengimplementasikan kebijakan sistem zonasi serta bagaimana perilaku

panitia SMA Negeri 6 dalam meberikan pelayanan. Komitmen vang dilakukan

antara Dinas Pendidikan Wilayah Ul dengan sekolah SMA Negeri 6 Bone
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lebih baik diantaranya: pelaksanaan fragmentasi dan melakukan Standar
Operating Procedure (SOP), Menurut Edward implementasi kebijakan dapat
dikatakan masih belum efektif karena adanya ketidak efisien strukturbirokrasi.
Struktur birokrasi ini mencakup aspek seperti struktur organisasi, pembagian

kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi
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yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan
sebagainya.

SMANegeri 6 Bone dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya
masing-masing memiliki sejumlah personil yang diatur dalam penempatannya
pada setiap satuan unit kerja dalam jenjang struktur organisasi. Dimana
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PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian penulis selama dilapangan dapat
disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan

Peserta Didik Baru di SMANegen c Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

No. 44 Tahun 2019 Proses
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ruang yang cukup untuk melakukan belajar mengajar dan ketiga dana yang
cukup sesuai dengan kebutuhan sekolah
3. Dusposisi implementor dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi sudah

sangat baik dapat dilihat bagaimana komitmen dan sikap para implementor




terhadap suatu program atau kebijakan Sikap para pelaksana dalam
penerimaan peserta didik baru di SMANegeri 6 Bone sudah sangat
profesional dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat terkait pendaftaran peserta didik baru maupun pada
pengawasan dari kepala sekolah.
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lalu membuat sebuah pelayanan untuk menangani permasalahan PPDB.

3. Bagi sekolah dalam hal ini kepala sekolah dan jajarannya agar dapat
mempertahankan dan mengoptimalkan kebijakan di ranah sekolah guna
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memberikan layanan pendidikan yang merata pada seluruh siswa baik

siswa yang memiliki kemampuan belajar tinggi. sedang, dan lamban.
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Pendaftar yang Diterima pada Jalur Zonasi PPDB Online SMAN 6 Bone

Tahun Pelajaran 2020/2021

NO. PENDAFTARAN NAMA RADIUS
50110302540016 A. ALFIYYAH AZIS 1138 Meter
50110302540112 A. ARIENDHA RESKI 11166 Meter
50110302540012 A. DANI HIDAYAT 3483 Meter
50110302540001 A. FEBRYAN AMIR 2145 Meter
5011030254005 A. FITRAH RAMADANI 3786 Meter
50110302540119 A. INDRA BASTIAN 2406 Meter
50110302540096 A. INKA AU 14727 Meter
50110302540009 A IRHAM 3786 Meter
SO110302540134 A M, 5684 Meter
50110302540101 2738 Meter
S0110302540115 5684 Meter
50110302540130 1377 Meter
50110302540092 3483 Meter |
501103025400 199 Meter
501103025 Meter
5011030

| 50

| 501

| 5011
5011
50110 er
50110
s01103
501103 . eter
5011030 eter
50110302 Meter
501103025 Meter
50110302 A Meter
50110302 1] 6 Meter
501103025 37 Meter
501103025400 02 Meter
5011030254012 |} 34358 Meter
50110302540146 921 Meter
50110302540108 3786 Meter
50110302540033 AS 8002 Meter
50110302540048 AULYA RAMADHANI 3237 Meter
501103025401 16 AYU RAMADANI VARHAENI 3217 Meter
501103025401 13 AYU WANDIRA 13199 Meter
50110302540128 CHOFIFAH DWI OCTAVIA 3217 Meter
50110302540126 DADANG JUNIAWAN 933 Meter
50110302540044 DIANA 3786 Meter
50110302540114 DWI IHZA SARI AKIS 802 Meter
50110302540011 DWY FEBY MELYANI 2568 Meter
50110302540062 ESHA AULIA AFIVAH 930 Meter




S0110302540078 FADILLAH RAHMAT 2568 Meter
S0110302540122 FAHRIL 2738 Meter
50110302540020 FAISAL 9436 Meter
50110302540045 FAISAL 3237 Meter
30110302540027 FANI SEPTIANI 2077 Meter
S50110302540087 FARDI 7824 Meter
50110302540103 FERDI 3712 Meter
50110302540042 FERDIANSA 8002 Meter
50110302540140 FERDIANSYAH 5719 Meter
501 10302540093 FIQRAN ANUGRAH 20702 Meter
S0110302540054 HABIL § 3483 Meter
50110302540084 HAERIL 5146 Meter
50110302540005 H 3483 Meter
50110302540040 1551 Meter
50110302540081 1430 Meter
50110302540082 1522 Meter
50110302540080 / 2738 Meter |
5011030254 786 Meter
S01103025 Meter
S01103 < eter

| 50
S0l

[ 5011 |
5011
S0110
50110
SO1103
501103 eter
501103 eter
501103025 Meter
50110302 Meter
501103025 Meter
50110302540 02 Meter
5011030254 8 Meter
5011030254 095 Meter
501103025400 1241 Meter
S0110302540060 3035 Meter
50110302540100 905 Meter
SO110302540041 ‘ 1024 Meter
S0110302540013 MUH.RIAN HIDAYAT 19878 Meter
S0110302540143 MUH SILMY KAFFAH 7478 Meter
50110302540133 MUHAMMAD ALIF 13400 Meter
50110302540098 MUHAMMAD FERDI 35729 Meter
50110302540025 MUHAMMAD IKBAL 13464 Meter
50110302540018 MUHAMMAD ISHAK 2568 Meter
50110302540015 MUHAMMAD NAUFAL RAUF 85 Meter
50110302540064 MUTFANINA 4082 Meter
5010302540152 NAHTASHA 1794 Meter




50110302540030 NANA AMRIANA 8943 Meter
50110302540069 NATASYIA 4464 Meter
50110302540095 NAYATUL MUTMAINNAH 3786 Meter
50110302540104 NUR AFIKA 2568 Meter
50110302540077 NUR AINUN HASANA 1795 Meter
S0110302540127 NUR BENY AFRIANDI 3786 Meter
50110302540063 NUR FAZILA 920 Meter
501103025401 11 NUR MUTIARA ARSA 920 Meter
50110302540043 NURANDINI 5146 Meter
50110302540107 NURFADILLAH 8002 Meter
50110302540149 NURFADILLAE 4740 Meter
501103025401 10 NURFIALITANTY 3786 Meter
50110302540067 - A 4104 Meter
50110302540017 2568 Meter
50110302540034 7824 Meter
50110302540139 5729 Meter
50110302540090 19878 Meter

5011030254014

o~

50110302540059

5011030284008
501 103025

5011030254
5011030254
5011030254
5011030254

| 50110302540145

50110302540089
50110302540058

\

7478 Meter

50110302540019 |[R - 5410 Meter
50110302540014 | | RUSDIAMSYAH 5336 Meter
50110302540029 SALMAN ALFARIZ 2290 Meter
50110302540038 SAMSINAR 8002 Meter
50110302540141 SARDI SAPUTRA 1685 Meter
50110302540121 SARDIANSYAH 7478 Meter
50110302540026 SARMILA 57604 Meter
50110302540035 SR1 DEVI 6222 Meter
50110302540153 SRI SULHARINI 7478 Meter
50110302540076 SRI WAHYUNI 2738 Meter
50110302540136 SRI WULAN 920 Meter
50110302540123 SRIAMAN 7478 Meter
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50110302540097 SUFAHMI 3786 Meter
S0110302540105 SULKIFLI 4931 Meter
50110302540004 SYAHRUL 3786 Meter
S0110302540036 SYAMSUL BAHRI 2568 Meter
50110302540008 TAUFIQ ILHAM 1737 Meter
50110302540053 TOMI ALEKS 4857 Meter
50110302540075 WAHDANIA 7592 Meter
5011030254013 WAHYU ARDIANSY AH 4740 Meter
50110302540074 WAHYUDDIN 1566 Meter
50110302540052 YULIA REXINA 3345 Meter
50110302540083 ZAIFA HANI S146 Meter
50110302540022 ZIKRILLA 3786 Meter

Pendaftar yang Diteri Online SMAN 6 Bone

KODE PEND . JARAK
5011430254 8 Meter
501143 SEA > cler
| 5011 ‘ 0
50
\J
P e
KOD OR
ad

501133 090
501133 N 9.02
501133025 0 540
50113302 554
5011330254 85.36
5011330254 0 9] .08
5011330254 84.04
501133025400 8048
50113302540053 8227
50113302540022 83,91
50113302540004 AHMAD RIFQI 8437
50113302540092 AIDIL FITRAH 8397
50113302540083 AIMANG 86.82
50113302540068 ALIF RAHMATULLAH B3 45
50113302540009 AMALIA RAMADANT 91.35
50113302540017 ANANDA RISCA OCTAVIA 87.39
50113302540080 ANDI AULIA ANANDA 85.01
50113302540062 ANDI AZIZAH KHUSNUL KHATIMAH | 90.05
50113302540043 ANDI ERA SAFIRA 83.01
50113302540049 ANDI FERDI 83.12
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50113302540039 ANDI FIKRI SURYA SAPUTRA 8543
50113302540065 ANDI IIN INRIANI SULTHAN 8786
50113302540095 ANDI KAMARUDDIN 84.17
50113302540003 ANDI NUR AINUN INRIANL S 85.55
50113302540033 ANDI NURUL FAUZIAH 86.59
S0113302540109 ANDI RAHMAT HIDAYAT 81.10
50113302540088 ANDI RATHAN SAMIR 85.73
50113302540050 ANDI SUCI RAHMAWATI 86.42
S0113302540102 ANDI TAUFIQ AKHZAN AKBAR 88.19
50113302540069 ANWAR 80.35
S0113302540094 ARHAM 87.06
50113302540066 A A 8097
50113302540026 AR 81.83
50113302540085 90,30
50113302540054 8194
50113302540072 90.55
50113302540047 83 64
5011330254 83.77
50113302 Y 89 .59
| 501133 < 36
50
50
501
5011
5011
50113
50113
501133 . - 6
507133 4%
| 50113302 5.19
| 501133025 5.16
50113302 .15
| 501133025 I 86.18
5011330254 - 8581
501133025400 83.20
50113302 ) 84 26
0113302540107 88.59
50113302540090 8422
50113302540038 8215
S0113302540075 MASNI 87.63
50113302540096 MAULYA AMANDA 87.57
50113302540086 MELISA §8.09
50113302540081 MUH OMA RIFANDI 80.64
50113302540024 MUH. AIDIL 91.60
50113302540052 MUH. ASHNUR. D 84 81
50113302540027 MUH. FAIRIN 82.11
50113302540057 MUH. IBRAHIM 86.78
50113302540105 MUH. PAZLI 85 45
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50113302540008 MUH. RIZKI 8511
50113302540061 MUH_YAIS DWI [IRMANSYAH 85.11
50113302540059 MUHAMMAD AMIRULLAH 81.14
50113302540103 MUHAMMAD ASDAR 88.24
50113302540048 MUSLIMAH ASLAM 88.25
S0113302540045 NAHDA 84.06
50113302540084 NASRI WIDAY A 86.81
50113302540046 NATASYA ISTIQAMAH 82.63
50113302540011 NOVITASARI 8747
S0113302540018 NUR AMALIA PUTRI 87.68
50113302540025 NUR A 86.00
50113302540064 NUR W 84 49
50113302540010 83.22
50113302540034 84.54
50113302540019 85.78
50113302540032 92 85
50113302540060 / 86.30
5011330254001 87.86
50113302 34
501133 /
50
50
501
5011
5011
50113
50113
| 501133
5011330 77
50113302 532
50113302 00
501133025 82
50113302 84 40
50113302540 83.44
501133025401 84.40
5011330254002 8338
50113302540001 83.18
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CAKUPAN WILAYAH ZONASI SATUAN PENDIDIKAN SMA NEGERI
DI PROVINS] SULAWESI SELATAN

.1+] NAMA SEKOLAH ALAMAT KAB/KOTA| WILAYAH ZONAS]

1L SMAN 1| BONE Jalan Ternate No. 1, Watampone, Bone, Bone  |Tonete Timur
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FEMERINTAH PROPFINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENDIDIKAN
Jalam Perintis Kemardoksan Km. 10 Tamalanres Makasssr S0354
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Wawancara dengan bapak Wakasek
September 2020)

Bidang Kesiswaan SMAN 6 Bone (22
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‘ Wawancara déngan Siswzr Band SMAN 6 Bone beseria ()i7ag Tuanya( 1 Oktober
2020) ’

Wawancara dengan Siswa Baru SMAN 6 Bone beserta Orang Tuanya (10
Oktober 2020)




Nama Inisial Jabatan
Drs. A. Syamsu Alam, M.Pd SA | Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah I1I (Bone-Sinjai)
Drs. Muhammad Yusuf, MM | MY | Kepala Sekolah SMAN 6 Bone
Drs. Amdar, M.Pd \ | Wakasek Bidang Kesiswaan
g AN\, | SMAN 6 Bone
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Gustiana, panggilan Gusti  lahir di  Jaramele

Kecamatan Kahu Kabupaten Bone pada tanggal 10
September 1997 dari pasangan suami istri Bapak
Ibu Suacba. Peneliti adalah anak

i oleh  peneliti yaitu
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